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ABSTRACT

The masy media reporms cbout the armest of suspecied comuptons aimost dady. They
presanfed dhote officialy dnd furmed them into media commodities (o gain profits
through odvertising and (o oblain rotings. The nise of cormuplion cases fised by
Ehe medid shows that the anti-Covmuplion fysiem has not baen able o priven! th
perpetrator of corruption. It [ guestionalie o oplimise [he anti-cornuption policy.
it seevns thal Dhene & no fedr of the thieat of punithment Crimidnal Frealy against
corrupors haeee not been optimad in achiaving the goal of punshment, and cormuption
i v mone rampaal. The probier exarmined & the role of the media in eporting the
optimiration of the anti-comuption system in Indonesia. The purposs of this study &
to ariticize and explore the optimizgtion of the enii-corruption sysham in indanesg
from Hhw aspects of commenmication of kow and poliics of ciminal e This sudy uses
the normative legal research method of the normrmwissenscinaf wihich refiers o the ks
corstituent with descriptive reseanch specifications based on a critical poradigm. This
research uses Qualitathve method. The resuilts showed Ehol the onti-corruption fystem
wizs nod optirmal in preverting and erodiating cormupdion from the legal system theory.
Thene ms o hogroton betiveen [he fegel witisionee, kegod sfructune, and legad culfure
rmplemontaion low. Therefone, & i recommendied the wee of criminal kaw and political
Cormrmunicahion (o improwe Ehe opdimal dnli-CoRrupbios Systen in Indonesa
Keywords: optimzanion; k2gal communication: penai policy.

ABSTRAK
Pemberitaan media massa tentang penanpkapan terduga koruptor hampir setiap
han menampilican pejabat negan dan mengadikannya komoditas media uniuk
memernleh untung melshs klan dan perclehan rabing. Maraknys ks korepa
yarng diangkat oleh media menunpukkan bafwa sisterm antikonupsl befum dapat
mencegah polaku korupy swehingga patut dipertanyakan optimalisrs sstom




antikorupsl Pelaicy korepy seolah-olah toak 3cs oty skcan ancaman hukurman.
Ancaman pidana terhadap komptor Belum optimal mencapal tujean pemidanaan
hahkan korupsi makin mensalela. Permasalahan yang diteliti bagaimanakish peran
media dalam mambaritakan optimalisasi sstom antikonugs i indonesia. Tujuwan
panedition ini adalah mengkritis dan menggal optimalisasl sslem antiorups o
Inconesiy darl aspek komunikas hulum dan politik hukurm pidana, Penclitian inl
menggunakan metods peneitian hulum normatil terhadap sommwissenschalt
yang mengacu pada ks constifuendum dengan spesifilasi penelitian deskripts
berdasaican paradeoma kotis. Metode snalisis dats dilakukan secars kualitatd
nofmatl, Hasl ponelitien menunjulkan batwa sistem ant kongsl belum optimal
daiam mencegsh dan momberantas korupsl dan dan teon ststem hukem bokum
tamipak keterpadisn antars subvstand okom, stubfos hokum dan budsys hubem
torhadap konsps metaki hukiom pidana materil, huloum petana formal dan hukum
pelaicsanaan pidana. Odoh kaenanya dirkomendasikan pemanfaatan komunias
Tk dan politikc hulum pidana untuk maningkatkan sistem antikonsps yang
optimal di Indonsta,

Kata kunci: optimalisass; komunias: hukum; kebijkan penal
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Koruptormenempuh barbagacam
untuk menyelmatican din dan jeratan
b sebagal upaya menghdangian
jefak Bngkah dan aksinya mencun
kekaysan negam guna kepentimgan
din sendir dan/atau ketornpolmys

itu tidak barlebihan jika Albort Camus
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mangatakan bahwa kernagin panjahat
i, besok o akuan mendikia hukum.
" Satama s lornosd masih merepakan
borita, maks modis skan meliputnya
sesuai k@inginan media Mamun jia
korups sudah diunglkep ke permakaan
dan meniadl  fanggung  jawab
penegak hukum muncul pertanysan
seperti. Bagaimana penanganan para
koruptor. saat memela dipedanas dan
mengapa terpidsna korupd lelussa
menonton  pertandingan sepakbola
i Jusr negerl sty whopping di
malif Bagaimana pengawatan  atas
terpidany  korupd sshingos  bebad
barbuat demildan? Apakah ponogak
hukum juge koS Tembul kesan
batwa pongowssan dan pembinaan
o Lembaga Pemasyarakatan tidak
optimal dilskukan sshingga  antara
penjatiuhan phiana dengan penarapan
peclana beak sinkron.

pejabat negara yang korupsi lebih
@encar mengingat mereks  adatah
tokoh atau Bgur public sehingga
manarik  untuk  dibertakan, Bagi
madia elektronik vlamanya elevist
pemberitaan tentang pejabat adaiah
barna “seksi” dan dengan ulzan yang
sademildan rupa, selan mamundulian
bragam opinl pubil juga menalkian
rating madia yang bardampak pada

3 Boon Nadwdwp fongs Seles Adg
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tabrakan sshingga dirwat & rumah
sakit dan mobil tdak menunjukian
bukti skurat Hal mana maendorong
para netiren membisat meme dengan
gumbar mobll moenabeak tang itk
dan medukiskan tersangica adalah tiang
listribkrya Kiat untuk menyelamation
din semacam ind makin Sermmunculan
dalam  fase pengunglkapan  kasus
korupsh,  Bahian  penashat  hukum

halnya soporti mafia jaman Al Capone
@ Chicago stau Yalos & Jepand,
yang tak dapat disentub (untoechdable
oleh janng-jarng hukum. Testebih jika
t=rdapat kaitan yang tak dapat diursi
antara pelaku dengan el penguass
atou politisl. Apalagl di era modern,
korapsi ditengarsl merupakan bagan
yang tak terpiahkan darl sistem
katatanegaraan yang babrok hingga
tapatiah wcapan Lord Acion babwa

poitics,  Sobelum  lahimya Undang-

tidak gl dapat membedaskan mans  antikorupsi di Indonesa dan aspek
yang benar dan mana yamng salah  komunibcos hukom dan politik okem
Masyarzkat hanya menorima konsep-  padana.

Bartalian  dengan  muatan
kcacklan menurdt apa yang osajian komuniiesl  hukum ada boberzpa
olghmedia Mengiyakanbegitusajaapa  pensiitian tentang media yang dapat
oleh media membust mavarakst  (2003) menystakan  perkembangan
madia televisi swasta o Indonasa,
dalam interaksi kepentingan antsra

[Voqysiarts 111 UGM Kajan OO Dep K, Mg, pasasr dan publik periode 1969.




di tiga televisi nasional Indonesia
tioak lepat dan KEpentingan pasar.
Beritayang mampu menaikian mating
acara yang diutamakan, sehinggs ttk
tolaknya bulkan apa yang seharusmya
dikatahul khalayak yang ditentakan

penjstuhan snksi pidana ! Artidjo
Allostar menelii t2ntang  Rorups
politik dan menyimpulian  batwa
AN Cr] lagan: ksl yang integral
menuntut adanya kijelasan hubungan

utama. fetapl berta yang disukai

kofapsi dengan upaya pencegahan

vang berimbas kepads pondapatan  strategi yang jelas melalul sarana dan bodaya hulum terhadap hukum — metodologi  yang  ditegakian  di
media dari iklan. Penelition Dede ponal dan non-penal  “Penelitan pidana subsansiel hbum pidana  dalam ketegangan disiskdis antam
Farciah (2010} menunjukkan bahwa  Chontina  Sishsan  menvimpulian formal don hukum pelaksansan pidana fisafst  den  fmu  pengotahuan.
untuk bercleh rofing Snggi terhadap  pongacara dan tomangles kanus korug METODE PENELITIAN 13 Sedein, felum g Fokem

program tavangan anak o 5 staslun
tolovii Ponodtion Sti Karknsh (2001)
menyimputkan  bahwa rating  dan
share sobag komersialisme program
dimakna pars  produser  sabagal
paramater jumiah audiend, funtutan
peruszhaan, dan bak “Tuhan’ sahingga
demd rating dan sham,  produser
mengiomodifias! program  dengan
cara dramatizations, peckaging, tend,
DRminenCE. human eferest.
Sedangkan dalam  relevansmya
dongan  pembomn@san  tindak
pidana  korupsl. Bambang  Waluyo
manyatakan masih lemah kesepakatan
borsama  untuk | mamporkokoh
kotovpadiuan dan  Esbersamaan
dalam pemborantesan korupsh wat
komitman pancgak  hukum  dalam
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metnds normasif dalam artl uas
ofok  soelal  pombantukan  nomma
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memengaruhi  opinl  publik  dan
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Soual jlakarts flags Grafmda Prerions,
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kapitabs misakukan slumlas kapitsl
ornodifikst acxiah proses perubahan
il fuangs! (rilatguna) menjad isebuah
nikd tuks Konten medsa tidak saja
dalam bentuk cérita, modal, kreativitas
yang berada dalam progrm Tetape
samisa  bentuk  komoditss  yang
diproduks yang salarjuimyadipasarkan
kepada pengiklan uhtuk menghasilion
kgunfungan bagi pemik meda. *
Qleh karenanya produ k media menjadi
komersil, Khalayak  lobih  tortank
kopada mu-ty yang ksl sehinggs
pombaritaan penyoslasaian hulumtak
Jarang jad tenbaiian

Apabsla hal ity dilaitian dongan
pemdkiran Moswco tentang komodfikasd
bahwapomantastan baang dan s
dibhat dad kequnasnmya, maks hal itu
berfangut pads transforman ke daam
komoditas yang dinidai dan makna o
piasar. Komodifikas) yang diakukan
oleh pihak media dapat dilinat dan
bentuk  komodifikasi s (contenty
komodifias) khalzyal isuckenca; yang
juga terdin atas komodifikas immanen
dan komodifikr: sloiemaloa. Proses

15 Mowo Mecerd The Polibend Foonomy
o Comenigon  (london  SALT

komodiflas  dimulsl dari  peroses
produks yang dilakuken sum kapitafs
dengan membell tenaga kera dan
alat-zat produksl sabagsl komoditas
yang kemudian dimestasian antuk
menghasilican nilat kebih, Dalam kamnan
ini, korupsl merupakan barang yang
sangal by djual di pasar sohingga
para pojabat negata yang koripsi
marupakan bahan berita yang seksi
unfuk diberitaken,  karana  puhya
FRyRraka.

Dari teori kritn dapatl dipahami
Lsaheca acka thga hal yang hase dipenishi
agar momads dalam  menglritia'’
yaitu pertame.  explanatory,  yang
bararti harus monmlekan apa yang
salsh dan benat, yang sehansnya
darn tidak sehanmya, yang wajar dan
tidak wjar darl fustu realtas sosal
yang ada sepert kesus korupsk. Kedu,
practical, yang menpalaskan prakik-
praktic maupun akiof-akior sosial yang

1 Ve Bobmon lames,  Critiodl Theory
dlalam |dbeard N, Pty oty The: Stanlond
Fr wlogedia of Pralouopie 2000




dilepasian darl polith huksm pada

ANTITITY, Y3 Menupakan:

a Ulsaha untuk  mesgudian
peraturan-persturan  yang  balk
sesul dengan koadaan dan situast
PR STl Saa:

b Kebjakan dari negara melalul




apabila hulosm dan polsk kriminad
ingin memberkan kontribusl  yang
besar maka suasana dan linglongan
perubahan tarebul sama sskall tak
dapat diabalican Politik kriminal fu
kapan pun akan selsly socalbassd
atau community-based dan oleh karena
It merupakan kobijakan yang bersifat
hisbotis dan filosofis

Politk  hukum  pdana  tentang
tinclak pidana konupsl dapat dikaitian
dingan teon Lawmenca M. Friedman
tontang tiga unsur skstem bkl

tentang jumish para hakim, yorisdics
pangaciian, DAIMENns pangadsan
yang lebih tngyi bemds df atas
pengadilan yeng lebih rendsh, dan
orang-ofang yang terkait  dengan
berbagal jenis pengadilan. Sementara
wbstansd tersusun darl pessturan-
peraturan dan  kstenfusn-kotentuan
mEngeny bane mana institusi-nstitus
i hanss barparfiaiou. Selain kedua hal
di atas. terdapat kekustan-kekuatan
sl terus menenn mengoerakian
furkum yang madrupakan olermen sikap
dan niks sotial, yang duabut sebagsi
Rultur bibom. Kuitur hukosm mengascu
pada baplan-bagian yang s pada
Rultur wmiem - adat kehiassan, oping
cara bertindsk dan borpikr - yang
mengarshican kekisptan-kekiatan
wsiyl menuju atss mengauh  dan
hulim  dan  doAgEh  CaA-CAR
tertentu. Suatu wstem hukurmn dalam
operas skiualnyg merupakan sebuah
organisme kompleks di mana stulktur
substans. dan kuftur berinteralsi, &

1 Lovewnee M Frsdmen, The [aga! yutem 4
Social Scenor Perspecieve (New Fork Pt
Sene Founcabion, Yool diememablan
ooty M. Khexien: Satemn fHulum, Bernpel ol
Bip-ilemr Soval (Bandung Musa Media
T 154 Memsat Friedsun, the
sbtuna i comperaed of lebatanie ruler
i rubn alvut how ssfution should be

Mevageou vtrigkeut Pruk i, u be peerl it
babwc the Srectuie of @ S & M
shelera! framwenr: I & permmanent ifape,
e vtutin ol body of the paeT N

pidana tubstansial yang mengatur
findak pidana komups, dapat dikatakan
bahwa meskipun hukum Indonasia
pixia saat mi acalah hulum kolonial
yang Tiberi baju” hokum nasiona
tolah togadi  perkembangan  yang
cubosp msp Awalnya o dakem iWetbos
van Strafvechl  vood  Nodoilandich
indie yang dieremahikan sebaga
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) tercdapat ketentuan tentang
defik jshatan (Rab X0V, antara Lain
pengoelapan (Pasal 415, pemalsian
(Pasal 416 menenma suap (Pasal
S18430.  menguntunglan  din
sondini Secara tidak ssh Pasal 423,
475,435). © Namun oleh Kerena tidak
memaddinyg  ketentsan  tentang
findak pidana kongsi dalam EUHR
saclangican di kalangan miitar semakin

toagh, ngud bones St e proces
s within boumd. dhengan
Buaya halmsim, distibarirs befwa ivgal
cuiture reery, 1w, 10 thesr ports of geneial
culuuconiny, opesiony ma of dokng

(Rancheng, Kussni, Peiky, 118-119

marak penorimasn komisi oleh pam
peMEQEng Kewenangan, maka Kepaa
Seaf Angkatan Datar sebsku Penguasa
Miltzr  wntuk  ceemah  kekussaan
Anglatan Darst  mengelsarkan
Peraturan Moo PRT/BM 0851057
tentang pemberantasan  korugsi
daloutl Poraturan Penguasa Milter ho
PRAT/PM 0871657 peraturan tentang
paniitkgn hartg-bands dan Pormturan
Panguasa Militer No. PRT/FMIT11857.
Perpturan  lain  falah  Perstuman
Penguasa Parang Pusst  Angiatan
Darst Mo PRAT/PEFERFLDT 3058
fentang pengusutan,  penunfutan
din pemeriaaan  perbiatan
korupsi pidana dan penifikan harta-
bonda. Dari sudul ssiematikama.
peraturan wang disebut terakhir inl
bebih  baik dar peraturan-peratursn
sebelumnya 3N Binya merupakan
perpaduian dal peratuan-perturan
terssbut “Oleh sobeb dwasa bolum
memadaikarena tetap tidak ampuh
untuk  memberanias  medEEelang
korupsi, dibuat Peraturan Pemanntah
Pengganti  Undang-Uindang  Momor
24 Tahun 1060 yang menggantikan
paraturan Penguas Perang oi atas dan
porsturan ini barlsky solarma kurang
kebih sepuiuh tahun, hingga diganti
cleh Undang-Lindang Nomor 3 Tahun
1971, Gajolak teformar terhadag Dido

M Bl 119311




Baru membual hadimya Ketotapan
MPR Nomor XIMPRIIGGE tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebis Korupsl, Kolus, dan Nepotsme,
Sebagal  tindak lanjutmya  legisltif
menyusm  Undang-Undang  Nomor
28 Tahun 1999 tentang Peryelanggas
Negars yang Bersh dan Sobas dan
Korupsi, Kolusi, dan Napotisma (yang
mamiat ketentuan knmnaleas delk
“kolus® don delik “nepotisme”) dan
Undangindang Nomor 31 Tahun
1899 tontang Pemborantasan Tindak

20 Tahun 2001 tortang Porubahan
atis U Mo 31 Tahum 1999 tentang
Pemberantzsan  Tindsk  Pidana

Forupsl. Melongiapd substansd hukum

Undang Nomor 15 Tahon 2000 tentang
Tindak Pidana  Poncucian  Uang
yang diperbarul dengan Undang.
Undiang Momar 8 Tahun 2010 tentang

dikatakan malah semizkin maraic
Dalam bidang hukum  pedana
formal tentang tindak pidana korupst
saian sshagian masin mengacu pada
E=tentuan yang diatur oleh Undang-
Unwiang Momor B Tahun 1981 mntzng
Kitab Undang Undang Hulkum Acara
Pidiana, juga diatur o dalam Undang-
Ursdang Nomor 31 Tahun 19949 tantang
Pamborantasan Tindak Picana Korupsi.
sebagabmany diubsh dengan Undang-
Urvlanig Mesmon 20 Tahisn 2000 tentang
Perubahan ates UL No. 31 Tahun 1599
tantang Pembarantaan Tindak Pdana
Karupst dan di dalamn Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2000 tentang Komis
Pemberantasan Tindak Pdans Karpsl
Mamun setelsh melinat ketentuan
hukum pidana material (subsiansial)
dan hukum acara pidana, maka hat
yang ficak kalsh paliknya adaiah ketka

Momaor 12 Tahun 1999 leniang tentang
Syary dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan Salah
sty persoakan Yang rumit ixah xpakah
kitentuan Keppres Nomor 174 Tahun
1R tentang Redmis: yang messpakan
pengurangan mas mengakani pidara
layak diberikan kepads terpidana
korupsi  mengingat tindak  pidana
korups termasiik Sxrg orsinGry orme
almu serlous crirne, Kontroversd tentang
polbisanaan  pidana  berkenaan
dengan rermisd masih terus tadaci
Rorkenaan  dengan  masaloh
pelikasnzan  pidana  nl  setelsh
mafihat kondic yang tefadl  pada
lapangan  hukum  pedana  materiad
dan hubum pelana formal  seiring
penganh perkembangan masyarskst
dan modernizas, Sudario: marryatakan
batwia perubihan  dadam  SeRam
hukum pidana  tidak cukup hama
dengan  mengadakan  parubahan
dadam hukum pidana materiel balaka,
hutosm pelaksanaan pedana, besarta
wagala lembaga yang kempkal disebut
alst atou aparstur penegak hulum,
vang mondulnmg bekerjamys sistem
tw Jadl perubzhan dalam persturan
pickana harus difihat dalam bedorjanya
lpsahunuhan sis bem hubourm pholana itu, ™

hukurmn  pidana  yang  menyeluruh
harus meliputi pembahanesn hukim
pidsna materie! [substantil), hukoam
pcdana formal (hukum acams pidana)
dan hukum pelalkcansan  pidana
(Srafvolstrackungsrachin. Ketigabidang
ks pickana ity haris bersama-sama
dibaharu, sebab apabila hamys salah
satu bidang yang dibaharul dan yang
Lain fidak, maka akan timbul kesufan
dalsm pelaksanaaniya dan tujuan dar
pambahanaan itu tdak akan tercagai
sepenubnye.

Di znilah lotak pentingnya untuk
melakikan  matulturisad | yang
mangandung ari “penataan kembali®
DCalam  kaltannya  dengan  menats
ulang bangunan sstom hulcen pidana
Indonesis - ‘termatuk O dalsmnya
pencegahan  dan  pemberantasan
tindak plkdans kofupsl - maks
ptilah  restruktunsasl sangat  delkat
dangan makna ‘rekonstioksl, * yaitu
“membangun embali™ sistem hulum
padana nasional. Jadi kedua istilzh tu
sangal berkaitan erat dengan masalah

secas unghat dengan istilsh “penal
refarm”). Difihat dari sudut  sistem
heskurm (Clegal gestem”) yang terdi dan
“legal substance.” “logal structure. * dan




“legad cuffure, * maka pembahanian
stem hukum padana (penal gestem
reformy dapat meliputi neang linghep
Yarg Sangat s yaitu mencaup-
1. Pembaharuan “Substans hukum
pidana’ yang meliputi pemba-
hanen hukum pidana materied
(KUHP dan UU ol luar KUHPL
hukwm pidana formal (KUHAR).
dan haskom: pelaksanaan pidana
1. Pembaharuan “struktur  hukum
pilana’” yang meliputi antara Lain
pembaharuan  afat  penataan

ada integroted penal jeriminal ke
Sydlem atdu integested crimingl kegal
substance dakam peratusan parondang-
undangan tentang Gndak  pidana
kcaupsi? Dengan upaya pembaruan
yang peru  dilabukan  sedam
menyelunuh dan  mendatam, dapat
ditegaskan pentingmya  dbangun
sulbrstansh hulkum tentang pencagahan
dan - pambemniasan tindak pidana
korupsiyang  mefiputi aspek  hukum
materiel bhukum  formal  maupun
hiskum pelakanasn pidana (termasuk
koruptor, efektivitas perampasan sset
haall keruipsh.
Bertalian dengan sirukius organ-
5051 barbanm mbaga yandg mdlakubcn
fungsl dan peran penegskan hukum
hingga pefalianaan suaty putussn
pldana olzh lembaga peradian juga
harus diperhatikan apaiah telah ditata
secars  komprehensié  Penerspan
hukum  pelaksanaan  pidans  bcak
dapat dilepaskan dari sstom peradian
pictana sebagal suatu rangkaian sistem
yang terpady dan “ssem kekuasaan
menegakian hukem® (st “detem
kskuasaan kehakiman'), di mana o
ditamrystordapat baborapasubsistom
struktur  kelambagaan  panagak
ke, yaitu [1) lermbaga peryidik, (2)
lombaga penuntut usmum, (3) lombsga
pengadilan, (4 apamat  pelsicana
elsokish, dan (5) panasihal hukum




berupa karakber wanga  masyarakot
berdatirkcan mils-mikii Pancasda,

28 Baels Mewows Asel “Peloemmasi Ssisr
Peracilan, Op at, 1012

KESIMPULAN

Pembatitaan  tentang  korupsi
dan pelaiumm menjadi komoditas
yang beriaitan erat dengan mting
dan kepentingan ekonomi  salama
Bunya masih dolam ransh  besdts,
tmtapi  manakala sudah  memasiki
ramahy hukum, proses hisosm tahadap
korupton, myars Ddak diungicxp media,
padshal bamak aspek yang perlu
diketahul  masyaalat  Penogaian
Tiurlarn myelahs proses peradian pidana
bagi korutor dirasakan bobem optimal
karena Delem ol keterpadiuan antard
subrtansi hakum, strukdur hukum dan
budaya husum caiam hukum pdang
wibstantif, hukum pidana formal dan
hukom polaksanaan  pidana yang
mengatur  tindak pidana korupsi
Hal wu dscbabkan bodum tercipts
homunikas  hukum  yang  memodai
dian fidak diterapianmya politik ukum
pidana yang basakibat terganggunya
poncogahan  dan  pembarantasan
tiniclak plolar koeuges di Indonesia,

substansial,  hukbum pidana
formal dan hukum pelsksanasn
pidana lentang pencegahan dan
pemberantassn  tindsk  pldana
korupsi  demgan  pemahaman
yang mamadal tantang substansi
hkeurm,  strukiur  hukum  dan
budza holem  bendasarkan

1. Perunya penagak hukum maning-
katkan soslalisad dan pancershan
tentang  pembarnuan  sisem
antikorupsl  dengan  memalkal
toon tontang komunikasi hukum
dan pemashaman yang rmamadal
tontang politik ukum pldana;

paa  peobal negar  palaku
Uncdlak pidana komeos setusl Bikda
yang ada tanpa menjacikannya
komoditss media deml meraug
kentungan  finansial  belala
dan mencordaskan  masyarakst
lewal pemahaman  substans
hgenem,  strukfur hasoum  dan
budaya hukum tentang optimal-
perspaldid Paskurm picana
subrstansial, ko pidana formal
dan hukom palalcansan pidana
sacarna komprehensf,
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